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1.1  Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan
gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya
sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama (Pohan, 2017:1).
Pajak mempunyai peranan yang penting dalam melanjutkan pembangunan di
Indonesia. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan
peranannya terutama pajak langsung, secara bertahap sesuai dengan kemampuan
masyarakat dan dirasakan adil agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk memenuhi kewajiban dan mampu menunjang kegiatan ekonomi (Pohan,
2017:1). Penerimaan dari sektor pajak memberikan kontribusi yang paling besar
bagi pendapatan negara dibandingkan dengan pendapatan lain seperti penerimaan
dari sektor bukan pajak dan hibah. Laporan penerimaan pendapatan negara
berdasarkan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016 memperlihatkan
bahwa penerimaan pendapatan negara sebesar Rp 1.786,2 trilliun, penerimaan
sektor bukan pajak sebesar Rp 245 milliar, dan hibah sebesar Rp 1.975,2 milliar
(Badan Pusat Statistik, 2017).

Penerimaan pendapatan negara di tahun 2017 terutama penerimaan
sektor pajak berbeda dengan tahun sebelumnya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani
(2017) menyatakan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah

sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa
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dihindari. Rasio kepatuhan pajak di Indonesia 63,16 persen, sementara target
defisit fiskal mencapai Rp 330,2 triliun atau 2,41 persen terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB). Sri Mulyani mengenai prospek perekonomian Indonesia
2017 yang diterima, jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar mencapai 32,77 juta WP
di 2016 atau naik tipis dari 30,04 juta sepanjang 2015. Sementara jumlah WP
terdaftar wajib melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan
(PPh) sebanyak 20,17 juta WP di 2016. Target rasio kepatuhan pajak 72,50 persen
dan target rasio kepatuhan penyampaian SPT sebanyak 14,62 juta WP. Namun
realisasi penyampaian SPT hanya mencapai 12,74 juta WP, rasio kepatuhan pajak
63,16 persen dengan capaian rasio kepatuhan pelaporan SPT 87,12 persen.
Tingkat kepatuhan pajak yang masih rendah ini juga dipengaruhi karena
keterbatasan jumlah pegawai pajak yang hanya 39.980 orang. Kondisi ini semakin
menyeret ke bawah rasio pajak di Indonesia di 2016 sebesar 10,3 persen
dibanding realisasi 10,7 persen di 2015. Tahun ini, rasio pajak ditargetkan 11
persen.

Berdasarkan pernyataan Menteri Keuangan, Sri Mulyani (2016) terlihat
bahwa kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang
tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya karena Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan
keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyeludupan,
dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan
penerimaan pajak negara akan berkurang (Rahayu, 2013:140). Kepatuhan Wajib

Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi sistem administrasi
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perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum
perpajakan, pemeriksaaan pajak, dan tarif pajak (Rahayu, 2013:140).

Kota Bandung sebagai ibukota Provinsi Jawa Barat mengalami
pertumbuhan perekonomian yang secara langsung berdampak pada pertumbuhan
di berbagai sektor, salah satunya sektor usaha. Meningkatnya usaha-usaha di
tengah masyarakat Kota Bandung memaksa para pengusaha untuk menerapkan
strategi pemasaran agar menarik perhatian konsumen. Salah satu cara ditempuh
oleh pengusaha dengan memasang reklame sebagai media untuk memasarkan
produknya agar masyarakat semakin mengenal produk yang ditawarkan.
Pemasangan reklame di sejumlah ruas-ruas jalan akan semakin memudahkan
masyarakat untuk dapat melihat dan menangkap pesan yang disampaikan dari isi
reklame tersebut. Adanya pertumbuhan perekonomian dan sektor usaha membuat
potensi serta target pajak reklame terus meningkat. Tabel 1 menyajikan capaian
terhadap target tahunan pajak reklame tahun 2012-2016 di Balai Pengelolaan

Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Tabel 1.1
Capaian terhadap Target Tahunan Pajak Reklame tahun 2012-2016

Capaian terhadap
Tahun Target Tahunan (%)
2012 119,84
2013 95,16
2014 75,09
2015 120,71
2016 8,10
Sumber: Balai Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun,

2017
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Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa pada tahun 2016 pajak reklame tidak
dapat tercapai target pendapatnya sebesar Rp 316.716.770.000 dimana realisasi
pendapatan tahun 2016 hanya sebesar Rp 25.653.533.922. Sehingga capaian
kinerja tahun 2016 ini hanya mencapai 8,10%. Hal tersebut didukung oleh
pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung
Ema Sumarna (2016) yang menyatakan bahwa pajak reklame masih terdapat
sejumlah 269 Wajib Pajak yang menunggak pajak reklame dari total keseluruhan
1.203 Wajib Pajak, dimana jumlah tunggakan mencapai Rp 2.229.958.121
(jabar.metronews, 2016). Dengan jumlah piutang pajak reklame mengindikasikan
bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sangat
menentukan peningkatan peran serta pajak reklame dalam membiayai
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Fallan (1999) dalam Rahayu, (2013:141) aspek perpajakan
sangat penting bagi Wajib Pajak karena akan mempengaruhi sikap Wajib Pajak
tentang sistem perpajakan yang adil. Dengan kualitas pengetahuan yang semakin
baik, maka Wajib Pajak memberikan sikap yang benar dalam memenuhi
kewajiban perpajakan dikarenakan sistem perpajakan yang ada dianggap adil.
Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul
persepsi positif terhadap pajak. Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan
masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non fomal akan
berdampak positif terhadap pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam
membayar pajak. Dengan penyuluhan perpajakan secara intensif dam kontinyu
akan meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak

sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk
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kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Selanjutnya
menurut Irianto (2005:36) indikator kesadaran wajib pajak adalah kesadaran
bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat
merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa
penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada
kurangnya sumber daya financial yang dapat mengakibatkan terhambatnya
pembangunan negara.

Adanya pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib
Pajak didukung oleh hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dinyatakan oleh
Jaya & Jati (2016:493) yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak khususnya dalam membayar pajak restoran. Selanjutnya
hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Setiawan (2014:149-150)
menjelaskan hal yang sama bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Demikian pula penelitian yang
dilakukan oleh Jotopurnomo & Mangoting (2013:53) menyimpulkan bahwa
kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi.

Selain aspek kesadaran yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak, Sri
Mulyani (2017) juga menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak yang masih
rendah ini juga dipengaruhi karena keterbatasan jumlah pegawai pajak yang hanya
39.980 orang. Hal ini didukung oleh Rahayu (2013:140) yaitu kepatuhan Wajib
Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kondisi sistem administrasi
perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum

perpajakan, pemeriksaaan pajak, dan tarif pajak.
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Menurut Anderson (1994) dalam Tjiptono & Chandra, (2008:70)
menunjukkan adanya hubungan antara kualitas pelayanan akan menghasilkan
kepuasan konsumen, oleh karena itu hubungan tersebut harus ditingkatkan. Hal
ini didukung oleh Zeithaml (1994) dalam Tjiptono & Chandra, (2008:70) yang
menyatakan adanya hubungan yang kuat dengan konsumen ketika konsumen
memberikan penilaian positif tentang kualitas pelayanan dan hubungan yang
lemah ketika konsumen membuat penilaian negatif tentang kualitas pelayanan
perusahaan. Selanjutnya menurut Wyckof (1998) dalam Tjiptono & Chandra,
(2008:71) kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang diharapkan dan
pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi harapan
pelanggan. Parasuraman, dkk (1995) dalam Tjiptono & Chandra, (2008:71)
menyebutkan dua faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu pelayanan
yang diharapkan dan pelayanan yang dirasakan, bila pelayanan yang dirasakan
sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas pelayanan dipersepsikan baik dan
memuaskan.

Adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
didukung oleh hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dinyatakan oleh yaitu
Jaya & Jati (2016:493) yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran. Selanjutnya hasil
penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Setiawan (2014:150) menjelaskan hal
yang sama bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan
terhadap tingkat kepatuhan pajak reklame. Demikian pula penelitian yang

dilakukan oleh Jotopurnomo & Mangoting (2013:53) menyimpulkan bahwa
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kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi.

Selain itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota
Bandung, Ema Sumarna (2016) menyatakan bahwa pajak reklame ada 269 Wajib
Pajak yang masih nunggak dari total keseluruhan 1.203 Wajib Pajak. Dengan
jumlah tunggakan mencapai Rp 2.229.958.121.

Dengan masih banyaknya tunggakan pajak reklame tersebut
mengidentifikasikan bahwa Wajib Pajak tidak patuh menurut Rahayu (2013:140)
menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan,
penyeludupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan
menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Wajib Pajak akan patuh
(karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat tindakan ilegal dalam
usahanya untuk menyeludupkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi
jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi yang baik dan terintegrasi serta
melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki
integritas tinggi, melakukan tindakan tax evasion. Sedangkan menurut Maria
Karanta (2002:2-19) Persepsi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya menitikberatkan pada kesederhanaan prosedur pembayaran pajak,
kebutuhan perpajakan Wajib Pajak, asas keadilan dalam peraturan perundang-
undangan perpajakan. Selain itu factor keahlian aparat dalam melakukan
pelayanan dan koreksi laporan dalam pemeriksaan pajak merupakan faktor yang
mempengaruhi kinerja badan perpajakan.

Adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

didukung oleh hasil penelitian sebelumnya sebagaimana dinyatakan oleh Jaya &
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Jati (2016:496) yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
Wajib Pajak khususnya dalam membayar pajak restoran. Selanjutnya hasil
penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Setiawan (2014:151) menjelaskan hal
yang sama bahwa persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan Wajib Pajak Reklame. Demikian pula penelitian yang
dilakukan oleh Jotopurnomo & Mangoting (2013:53) menyimpulkan bahwa
sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi.
Berdasarkan latas belakang diatas, dapat dikatakan bahwa kesadaran
Wajib Pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu
membuktikan adanaya pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan,
dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini,
difokuskan kepada orang/ badan/ perusahaan jasa periklanan dan biro reklame
yang menyelenggarakan reklame videotron di Kota Bandung dan terdaftar pada
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung tahun
2016 yang berjumlah 25 Wajib Pajak. Alasan penelitian memilih tahun 2016
sebagai sampel penelitian ini karena pada tahun 2016 capaian terhadap target
tahunan paling kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya dan memilih jenis
reklame yaitu videotron karena banyaknya videotron yang tidak berizin dan tidak
membayar pajak.
Dengan demikian, judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Kesadaran
Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak”.
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1.2

1.3

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah yang dapat diambil adalah:
Seberapa besar pengaruh dari kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan
Wajib Pajak?

Seberapa besar pengaruh dari kualitas pelayanan terhadap kepatuhan Wajib
Pajak?

Seberapa besar pengaruh dari sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib

Pajak?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Untuk menguji besarnya pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan
Wajib Pajak.

Untuk menguji besarnya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan
Wajib Pajak.

Untuk menguji besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan

Wajib Pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak,

diantaranya:
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1. Manfaat bagi akademisi
Hasil penelitian ini digunakan sebagai pembuktian dari konsep yang telah
dikaji diharapkan dapat menunjukan bahwa kepatuhan perpajakan yang
optimal/baik dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan,
sanksi perpajakan yang baik. Hasil pembuktian ini merupakan pengembangan
ilmu yang peneliti lakukan.

2. Manfaat bagi praktisi
Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang perpajakan kepada
masyarakat untuk lebih mengetahui tentang pajak dan manfaat yang diterima
dari pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam
melaporkan pajak. Dengan cara masyarakat harus mengetahui bahwa pajak
dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk
kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain
itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang
telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi
penyimpangan, maka harus dilaporkan ke pihak berwenang.

3. Manfaat bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah
Indonesia dalam memaksimalkan penerimaan dan menentukan kebijakan
dalam permasalahan pajak. Pemerintah wajib mengetahui ini karena pajak
sebagai sumber pendapatan negara agar posisi anggaran pendapatan dan
pengeluaran mengalami keseimbangan dan menyesuaikan antara pembagian

pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.
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